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i RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
! TAHUN 2019 

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

i BUPATIDOMPU, 

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah 
1 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
j Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
i Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan 
i Daerah Kabupatcn ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
i b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
| dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
i Reneana Kcrja Pembangunan Daerah Tahun 2019; 

iMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan 
i Dacrah-daerah Tingkat I I Dalam Wilayah Daerah-daerah 
i Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 
i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
] 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
| 1655); 
! 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
i Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
I Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan 
i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
i 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
i Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
j Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
! terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
i tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
i Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
I Barat Tahun 2019; 
i 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 
] Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
i Dompu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
I Dompu Tahun 2006 Nomor 13); 
i 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
1 Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011 -2031 
] (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, 
i Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 
1 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 
i Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
I Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021. 

i MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA . 
i PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Dompu. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten Dompu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten Dompu. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas 
daerah, badan daerah, dan kecamatan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) 
tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah un tuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 
disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 



Pasal 3 

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mcrupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dompu 
Tahun 2016-2021 yang berisi program-program prioritas yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai be r ikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB I I : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
BAB VII : PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2019 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
digunakan sebagai: 
a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam 
menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja 
SKPD); dan 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu 
dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu Tahun 
Anggaran 2019. 

Pasal 6 

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Dompu Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
a. Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan RKPD 

Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 



APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
dengan DPRD; 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Dompu menggunakan RKPD Tahun 2019 
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada langgal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati in i dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. 

Ditetapkan di Dompu 
padatanggal //- &p - 2018 

BUPATI DOMPU, 

H. B A M B A N G M . YASIN 

Diundangkan di Dompu . 
pada tanggal // Op 

SEKRETARIS/DAERAH 

K A B U ^ A T E / D O M P U , 

HARI 

2018 

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR tty• 


